
Seorang selebgram dan influencer Indonesia, MH (28), menjadi sorotan publik setelah diduga
melakukan tindakan doxing dan perundungan terhadap anak di bawah umur. Peristiwa tersebut
bermula ketika MH mengunggah konten berjudul "Selain Donatur Dilarang Ngatur" yang
memicu berbagai reaksi dari warganet. Perdebatan semakin memanas dan berujung pada
tindakan MH yang mengambil foto anak kecil berhijab dari salah satu akun. Foto tersebut
disandingkan dengan foto ketiaknya sendiri disertai keterangan, "Lebih putih ketiak saya lho
mbak daripada anakmu." Aksi tersebut mendapat kecaman luas dari netizen. Banyak yang
menilai bahwa menyebarkan foto anak di bawah umur tanpa izin, apalagi dengan maksud
merendahkan, merupakan bentuk perundungan daring (cyberbullying) yang tidak dapat
dibenarkan. 

Tindakan doxing dan cyberbullying merupakan bentuk kekerasan siber dan dapat dikategorikan
sebagai cybercrime yang berpotensi dikenakan sanksi pidana. Hal tersebut antara lain diatur
dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan
Anak) yang melarang segala bentuk eksploitasi anak dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024) yang
melarang penyebaran data pribadi tanpa izin. Selain itu, kasus cyberbullying pada anak dapat
mengakibatkan trauma psikologis. Terkait hal itu, Pasal 59 dan Pasal 59A UU Perlindungan Anak
menyatakan bahwa anak korban kekerasan psikis mendapatkan pelindungan khusus, antara
lain penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan
sosial.

Pada tahun 2024, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat pelindungan anak di
ranah digital sebagai bagian dari pengawasan dalam Klaster Pelindungan Khusus Anak.
Terdapat 41 kasus anak yang menjadi korban pornografi dan kejahatan siber, mencakup 2
persen dari total pengaduan dalam klaster tersebut. Jumlah ini menempati posisi ketiga dalam
kategori pengaduan terbanyak, di mana kasus yang paling sering dilaporkan melibatkan anak
sebagai korban kejahatan seksual dan cyberbullying. Data tersebut menunjukkan bahwa
cyberbullying merupakan salah satu ancaman utama yang dihadapi anak di dunia maya
sehingga upaya pelindungannya menjadi tantangan serius di Indonesia.

Kasus MH menunjukkan pentingnya etika dan hukum dalam penggunaan media sosial,
khususnya terkait privasi anak, literasi digital, dan tanggung jawab influencer. Menyebarkan foto
anak tanpa izin melanggar hak privasi dan berisiko menimbulkan dampak psikologis. Edukasi
literasi digital menjadi krusial agar masyarakat memahami batasan berinteraksi di dunia maya
serta konsekuensi hukum dari tindakan mereka. 20
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Sumber

Komisi VIII DPR RI dapat merumuskan beberapa langkah strategis untuk menekan
angka kasus cyberbullying pada anak. Melalui fungsi legislasi, Komisi VIII DPR RI
dapat menginisiasi revisi atau penyempurnaan UU Perlindungan Anak untuk
memperjelas sanksi terhadap cyberbullying yang melibatkan anak. Melalui fungsi
pengawasan, Komisi VIII DPR RI dapat mendorong Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan KPAI untuk memperketat
pengawasan terhadap kasus perundungan daring serta mendorong penegakan
hukum yang lebih tegas. KemenPPPA juga perlu memperluas edukasi literasi
digital bagi orang tua dan anak, sementara KPAI dapat melakukan advokasi dan
pendampingan bagi korban. Dengan adanya langkah strategis yang tepat,
diharapkan kasus cyberbullying dapat diminimalkan dan lingkungan digital
menjadi lebih aman bagi anak.
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Selain itu, influencer sebagai figur publik diharapkan dapat memiliki tanggung jawab sosial untuk
memberikan contoh positif. Dengan meningkatnya kesadaran akan isu ini, diharapkan media
sosial dapat digunakan secara lebih bijak dan bertanggung jawab. Penting bagi pemerintah dan
masyarakat untuk meningkatkan literasi digital serta memperkuat pelindungan terhadap anak
korban kekerasan siber.
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